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Ivlenimbang : bahwa sesuai dengan keientuan rasa! 82 ayai (2) undang-undang Nomor 22 
Tahun 1QQQ tfeotang BGP*frhtf?|hj*n Daerah rhn I Tudang-irodang Nomor 18 
Tdliu’.i 1997 tctnang P«yak iJaerait dan Reiiibusi Daerah sebaga-mana fcelali 
dhibah densan Undans-undans Nomor 34 Tahun 2000 tentans Perubahan atas

- nn'-r •*'•■** n Daerah dan RctrlbuSiUnoang-ui idang Nomor IS Tsliwii h  
Daerah, dinandang perlu mengatur Kembali ketentuan tentang Retribusi Izm 
Trayek yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mcngingai i. Unuang - undang Nomor 12 Tahun 1950 icniang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabunaten dalam lingkungan Prppinst Jawa Timur;
Unoang - undang Nomor 16 Tahun i950 teniaug 3. cuibenrukan Daerah- 
daerah Kota Besar dalam linekunean Propinsi Jawa Timur, Jawa Tensah.
u u " v u  i - n v i  u v  U O jLi U a u )Vrd Ycgyakarts (Lembaran Negara
Republtk Indonesia lahun 1950 Nomor 4b);
Undang-undang Nc-mor 49 Rrp Tshun. I960 tentang Panitia TJrusan. 
riuiarig Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun I960 
Nomor 156, Tambah.?o T omhorao Nov. r̂o Pppyblik .Indonesia
iNoniui /,iw ) ,

4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
or i 6, l ambanan•4 ~ . -j > .T ,

^ v i u t > u i i u i  N e g a r a  R v p U u i i i i  .v ii tiO j.iv i3 s .it i  u i i u i i  i /  C u  i ' l w i u u i  

j xmbaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3209):
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lain Lintas Dan 

Angkuian Jalan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia 
Nomor 3480);

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dsn 
Reuib'uSi Daerah (LeiuDaran Negara Repu&lik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 41, Tambaban Lembaran Negara Repubiik Indonesia 
Nomor 3685) jo Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 
Perubahan alas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, 
Tambanan Lembaran Negara Nomor 4048);

7 t Tpfigrig - undang N^tnor 9R Tahun 1QQ7 tenting Kepolisiah Negara 
Repubiik Indonesia (Lembaian Negara Repubiik Indonesia Tahun 199/ 
Nomor 81, Tambaban Lembaran Negara Repubiik Indonesia
1  > i u i u v ; x 710);
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T Jndang - undang Nomor 77 Talmn 1999 tentang Pemerintahan Daerab 
(Lciulwj'rtO Negara TaiiUii 1999 Nornor oO, Xambaliaii Lcmbdfsn 
Nomor 3839);
Pvfstas-iai Pemen&tah Ncmoi 27 Taliun 198^ tcnlsng PeiaKSSiiaan 
Undang-undang Nomor 8 latam  1981 tentang JH.uK.xm Acara Piclana 
/t Negara Rcpubiik Jt.donrsin Tabuit 1921 Ncmor 6, Tsnibahsti
Lemoaran Negara Repunuk Indonesia Nomor 3258);
Peratnrnn Pemermtah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan 
Scbagian Urusai?. Pvmcii.ula.iiaa Dalam Bkiaiig Lain LiiJa» dan Angkuuui 
Taian Kepada Daerab Tingkat I Dan Daerab Tingkat H (I embaran Negara 
iwpubiiK lo.Gones.ta 1 aitun l>9o noiiior z6, i  z m z a h z n  Lcinoarsn. Negara 
Repubhk Indonesia Nomor 3410);
Peraturari Pemerintah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Angkutan 
Jaian (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara. Repubiik Indonesia Nomor 3527) \
Peraiuran Pemermtah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah 
(T embaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambaban 
Lembaran Negara Republic Indonesia Nomoi 3692) ,
KePuhisan Presiden Repubiik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Tv-lctuh I'cnyX’Sunaxi Per (tin ran PvirunG&ng-aiib«i]̂ AiSi d«i\ osutiik Rancaxigan 
Undang-undang, Rancangau Perararan Pemenntah dan Rancangan 
Keputusan Presiden;
Peraiuran Daerab Kabupaien Tulungagung Nomor 13 Tahun 2001 tentang
Pembenfukaii dan Susunan Organisasi Dinas Perhubnngan Kabupafen
T ulungiigung;
Kenutusan Mettled Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 19S6 tentang 
Kv \ chv i * m  Umum Mviigvnai i vujlwk PvgaVvcVi iN vgCii hip.il di Lingkuiigun 
Pemenntah. Daerab. jo Kenutusan Men ten Dakar) Negeri Nomor 4 Tahun

i Lingkungan Pemeiintahg PsnyulXY A - \ T a » . .
m v ^ v  xx u

16.
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Daerah;
ftrijifT s-afsii I T  --.I N fa rro -.'i j r ~- &■ m ; - n  1 Q Q  "7 tg n f ^ t '.s T

redoroan Tata Cara remuiigutan Reiribitsi Dasrah :
Kennhm-r? Menten. Dalam Neger? Nomor 17* Tahun 1997 tentang
rcdomaii i ate Cara Pcni&fiKs&Mi di Briaug Reuibusi D aeoii;
Keputusan Merited Dalam Negeri Nomor 50 Tal lin 2000 tentang Pedoman 
ou^Uiiuii Organism dan iala i-vCiaa P wrangkai Daorali /

Deno'sn nersetutiian
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KETENTUANUMUM 

Basal 1

Daiam Peraturan Daerah. ini vang dimaksua dengan :

a.
b

c.
d.

e.

f.

e.

h.

i.
i.

k.
i

Dacian aualah Kabupaten Tulungaguiig ,
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah 
OtoncriTi yang lain sebagai Badan Eksekuiif Dacian ;
Bupati adalah Bupati lulungagung:
Dewar. Penvakilan Rakyat Daerah yang selanjunya disingkat DPRD adalah 
Dewan Penvakilan Rakyat Daeran KaDupaten Tuiungagung sebagai Badan 
Legislatif;
Pemeriniahan Daerah adalah penyeienggaraan Pemerintahan Daerah 
Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
menuiut azas Desentralisasi;
Kecamatan adalah Wilayah keija Camat sebagai Perangkat Daerah 
Kabupaten;
Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oieh Bupati dengan
<persetujuan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah ;
Pejabai adalah Pegawai yang aiberi tugas lertentu dibidang Retribusi 
Daerah sesuai dengan Peraturan Penmdang-undangan yang berlaku ;
Dinas Peiiiubungan aualah Dinas Pemubuugau Kabupaten Tulungagung ; 
Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Tulungagung;
Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten lulungnagung;
Badan adalah suatu bentuk badan ueaha yarng meliputi Persercar. 
l'erbatas. Perseroan Komanmter, Perseroan iainnva Badan Usaha Milik 
Megara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, 
rerkmnpuian, Firma, Kongsi, Koperasi, layasan aiau Organisasi yang 
sejeim T etnbaga, Dana pension Bentuk nsaha tetap setta bentuk badan
usaha iaumya;

m Angkutan penumpang umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan

n.

u.

P.

iuluiv dipcrgunakan oleh lunuSTi dciigcui Uipiiiigut bayaran ;
lrayek adalah, lintasan kendaraan umum untuk pelavanan jasa angkutan

orang dengan mobil bus, mobil penumpang umum dan angkutan khusus 
yang mempunyai asai dan rujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwai
tetap maupun tidak berjadwal ■
iaiiugan irayek adalah kumpulan daii tiayck-iiayek yang menjadi satu 
kesatuan jaringan trayek secara tetap dan teratur dengan jadwai tetap atau 
tidak beijadwal,
Mobil penumpang adalah sehap kendaraan bermotor yang dilengkapi 
sebanyak-banyaknya delapan tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk 
pengemudi, baik dengan maupun tanpa periengkapan pengangkutan bagasi;

q. Mobil barang adalah kendaraan bermotor seisin dari yang termasuk daiam 
sepeda motor, mobil penumpang dan mobii bus;

r. Mobil barang mengangkut penumpang adalab mobil angkutan bar ang yang 
ui peiguitakan untuk mtugaitgkut penumpang,

s. Surat keterangan adalah surat keterangan dari Kepala Dinas Peiiiubungan 
yang menerangkan mobil bar ang mengangkut penumpang.
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t. Mobil bus adalah setiap kstidarsan bermotor y?.tig dilengKapi lebih dsn 8 
(deiapan) tempat duduk liuak lennasuk lempai duduk pengemudi, baih 
dengan manpun tatipa periengkapan peugangkntan ha rang *

u. Mobil pcirumpang kimsus ! Mobil bus Kbusus adaiali mobil penumpaiig / 
mobil bus vang di pergiinakan untuk antar jetnput karyawan, antar iemput 
uiiun. oclvCifiii, antar jcniput tunm iiotvi , antar jemput penghum 
oemukiman, pariwisata dan seienisnva:

v. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas' ksgiatan tertentu 
remenniah Daerah daiam rangka pemberian izin kepaaa orang pribadi arnu 
badan vwc dimaksudkan untnk nembinann pengaturan, peneendalian dan 
peiigawasan atas kegiaUm pemaiiiaaiaii luang, pcnggunaau sumber uaya 
a)am. barang, prasarana. sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi 
kcpentmgoii umum cisn menjaga kclcsianan ungkungan j

w. Izin usaha angkutan adalah izin tertulis yang harus dimiiiki perusahaan
angkutan untuk melakukan usaha angku•tan dengan kendaraan bermotor

V.VK/\y%

oc.

dd.

ee.

ff.

£>&•

Mi

umum dan atau khusus ;
x. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya dapat disehut retribusi adalah 

pembayaran atas pemberian izin kepada orang piibadi aiau badan untuk 
menvediakan pelayamn angkutan penumpang umum pada suatu atau 
beberapd trayek tertentu daiam vVilayali Daeiali; 

v. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 
perundung-undangan retribusi diwajibkan urituss. melakukan pe-mbay aran 

• retribusi;
z. Mass Retribusi adalah suatu jaugka waktu tertentu yang merupakan 
, baias waktu bag! Wajib Retribusi untuk memanraaikan izin ;

Surat Pendaffraran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat
uisingkai S’FdORD adalah suiai yang uigunakan ulch Wajib Retribusi Uiiiuk 
melanorkan data obvek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar 
pengmiiuigan dan pernuayaran rcinuusi yang iviriUtang iricnurut petaiurun 
perun dan g -undangan retribusi I daerah ;
Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD 

adaian surat kepumsan yang menentuKan besamya iumiah retribusi yang
--------- O t
Surai rveietapan Rembusi Daerah Kurang riayar Tambahan, yang
selanjutnya dapat disingkat SKRDKRT adalah surat keputusan yang 
iiicnciuuKmi tambahan alas juiiilali ietiibusi yang telaii uiteiapKan ;
Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bavar. yang selanjutnya dapat 

bisiiigkui ijJC RD DB adalah surat keputusan yang nienviitiikan jumiali 
kelebinan pembayaran retribusi karena tumlah kreciit retribusi lebih besar 
doripada retribusi yang terhutang atau tidak seharasnya terhutang;
Surar Tagihan Retribusi Daerah, yang seianjumya dapai disingkat STRD 

adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi 
uciupa bunga dan atau denua ,
Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan

Icrkadap oivRD Stall Dokuinvii joiTi yang dipe.i'SaiiiaK«n, JbiyRDjsJBX dan 
SKRD1 H vang diajukan oleh wajib retribusi:

mengumpulkan& .-a e* ___________ . . . . . . . . .) *vi t«i l C u t u m i  v m -n + iv  i u v . aD/r-.mant-mnnj- w n i v i m ^ m * ! !  a v f t U i i l i

aan meneoiah data dan atau Keterangan iainnva daiam rangka pengawasan
kepatuhm pemenuhati kewajihan retribusi Daerah berdasarkan peraturan 
pemmiang-undangan lemnusi i>aeian;

Titidak Pidana dibidan^ f^tribusi Da.e»*ab adalah seranrikaian
i m u j i & t u i  y i u  I g  t i i la r v u is .< i i i  O i e i i  r c i i p u i k  r c g t f v v d i  i N c j i c l ' i  S l p l l  y  t i l  l g

selanjutnya dapat disingkat Penvidik, untuk mencari serta mengumpulkan
Gciixti j  ang dengan Duku itu iriembuai terang tuidak pidana dihidang retiibusi 
j ->aerah vans: terjadt serta menemukan tersanekanva.
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BnB ii

NAMA, OBJEK DAN SUB JDK RETRIBUSI

(1) Dengan nama Retribusi Izir. Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran 
atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi aiau badan untuk 
menyediakan pel ay an nn angkutan penumpang umum bus dan non bus 
pada sualu atau bcbeiapa Uayck tciicntu dalam wilayali daerah.

(2) Bcborapa trayek tertentu scbagaimana dimaksud ay at (1) mcliputi:

a. izin trayek mobil penumpang umum yang terdiri dari :

- Mobil penumpang umum dan
- Mobil penumpang khusus

b. izin trayek mobil bus umuin yang terdiri d a ri.

- Mobil bus umum dan
- Mobil bus khusus

c. izm insidentil yang terdiri dan :

- Mobil bus umum uau
- Mobil penumpang umum/ non bus

d. surat keterangan mobil barang mengangkut penumpang;
e. izin usaha angkutan barang dan atau penumpang.

Pasai 3

Obyek Retribusi adalali izin trayek mobil penumpang umum, izin 
trayek mobil bus umum, izui insidentil izin usaha angkutan barang dan atau 
angkutan penumpang scrta aural keterangan mobil barang mengangkut 
penumpang.

Pasai 4

Suujek Retribusi aualali uiaiig piibaui atau badan yang mendapaikan 
izin trayek mobil penumpang umum, izin trayek mobil bus umum, izin 
mSiuwxiul izm us aha angkulan baraiig dan atau angivutaii penux npang scrta sural 
keterangan mobi] barang menuanukut pemmmang.

BAB m

GOT ONGAN PFTPTOT 1ST 

Pasai 5

Ketubusi Izin lravek disolongRan sebaeai Retribusi Perizinan



CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Fasal 6

Tingkat penggunaan iasa aiukur berdasarkan jumlah dan jenis izin 
yang dibcrikan, jenis angkutan dan da}'? angkut kendaraan.

BAB V

KETE>rruA>r japjngan trayek

Pasa! 7

(1) Sedan pelayanan ' angknten permmpang nmum di Kabupaten 
Tuluiigdfcung dilaksanakaii datam jariiigan trayek.

(2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 
Bupau atau pejabat yang cu tunjuk.

BAB VI

KKTFNTIJAN PRRfZINAN 

Bagian Pcrtama 

Lon Trayek
i

Pasai 8

(1) Untuk inelakukan kegiatan angkutan penumpang uimnn wajib mcmiliki 
izin trayek.

12) lata cara dan atau pemberian izin trayek sebaaaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan old* Bupsd atau pejabat yang dftunjuk.

(?) Izin trayek di terbitknn cleh Kepala Dina? Perhubtmgan Kabupaten
T ulungagung.

Pasai 9

(1) jviasa beriakunya izin trayek seiama 3 (iima ) tahun.

(2) Daiam rangka pengawasan dan pengendaiian izin trayek, di terbitkan kartu 
pengawasan izin trayek yang herlakn seiama masa retribusi 6 (enam) bulan.

(3) Pengusaha angkutan umum yang teiah wendapatkan izin trayek dapat
dioubut izinnya apabila tidak dapat mcmcnubi kewajiban sesuai ketentuan 
ncrunclana-undanean vane beriaku.



Bagian Ketiua

Izj.ii liisiu&fttii

Pasai 10

(1) Izin insidentil merupakan izin yang dapat diberikan kepada perusahaan 
angkutan yang telah memiiiki izin trayek.

(2) insidentil sebagaimaiia dimaksud pada ayai (1) iuuiya dapat dibciikan 
uutuk kepentingan :

a. menambah kekuransan angkutan pada waktu keadaan tertentu seperti 
le boron, liburan sekolah, natal, tahun barn dan Iain-lain keperluan 
seiems itu ;

b. pengerahan masa seperti rombongan olah raga, kaiya wisats dan 
sejenisnya.

(3) Izin insidentil diteibitkan oleli Kepaia Dinas Perlmbuiigan Kabupaten 
Tulungagung;

(4) izin insidentil hanva diberikan untilk 1 (satu) kaii perjaianan pulang pergi 
dan berlaku polling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat 
diperpanjang.

Bagian Ketiga

C*-* •»—«» 1> 'T.r -n 4- -**■•****. kjui ai lVviviangon

(1) Dalam keadaan tertentu dan atau khusus pengangkutan orang dengan 
menggunakan mobil barang harus memiliia aiau membawa surai 
Veterangan serfs. wajib memennhi persyaratan ketentiian penmdano- 
undangan yang berlaku.

v/-} atau sural kelvi'anguii bvCugauiiiuici Liuiiakbud pada ay at (by
diteibitkan oleh Kepaia Dinas Perhubunsan Kabupaten luiungagung atas 
permobonan pemilik atau pengusaha angkutan dan berlaku paling lama 6 
(enam) buian serta dapat diperbaharui.

Bagian Keempat 

Izin usaha angkutan 

Pasai 12

CD Seiiap orang atau badan yang melakukan usaha angkutan dengan 
kendaraan bermotor umum dan atau khusus di Kabupaten Tuhmgagung
vvajib menuliki izin u&aka angkutan dengan lukeiiakaij icuibusi.

wiiiuk iiivi nperoleh Lull Liotiii.it angkutan ovtiugnuuniut dmiaksud pada ayai 
m  vane bersangkutan atau vans bcrKepentinsan harus mengajukan
nennahenun terntbs kepada Jlupab



Pass! 13

Permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 ayat (2) dapat ditolak jiku ;

a. pcmohcn dalam membcrikan kcterangan dan data tidal; bcnar;

b. pemohon dianggap tidak sanggup mengendalikan penisahaan memmit 
kcteuiuan yang berlaku,

w. pemohon bdak dapat mcmenuhi syarta-syarot yang ditentukan dalam 
Peraturan Daerah ini dan Peraturan Pemndatig-uwlangan vang berlaku.

Pasal 14

(1) Tzm usaha angkutan berlaku selama perasahaan yang bersangkutan masib 
incnjaUnkan usahanya dan wajib heregrestrasi settap 1 (satu) tahun sekali 
dengan membayar reftibusi.

(2) Dalam rangka pengawasan dan pengendaiian, selam di berikan izin usaha 
angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diterbitkan kartu 
pengawasan izin usaha.

Pasal 15

m  Hilamana pemegang izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam
« 'If"*1 13 menghentilo^. 1 ,~ i n  +  T i t  w s  r Ah yxKlVHU i u v m u vberitahukau A'
mengembaiikan izin usananva Kepada tfupati atau peiabat yang dirunjuk.

(2) biiamana pemegang izin usaha angkman sebagaimana dimaksud pada ayai 
(1) trHalaikan kewaiihannva maka izimwa dinvafakan tidak berlaku.

(3) Pengenaan retribusi izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) catetapkan untuk niasa bcrlalsiuja iesn dan dikayar sccara tunai pada 
saat surat izin dikehiarkan.

n  1 irasai 10

^1) Ivai’tU pengawasan izin usalia angkutan sebagaimana di maksud dalam 
Pasal 14 ayat (2) isi dan lientuknva di tetapkan oleh Bupati atau Peiabat 
yang ditunjuk.

(2) Kartu pengawasan izin usaha angkutan sebagaimana di maksud pada ayat
(1) di bawa selama kendaraan beroperasi ui jaian.
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PRINSIP DAN S AS ARAN DALAM PENETAPAN 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIT

§ Pass! 17

(1) Prinsip dan sasaran daiam penetapan struktur dan besamya tarip retribusi 
Ukktoiukcin paUn tujurni untuk uicnuiup sebaguui Jan  atau sama dengan 
hiaya penyelenggaraan pemberian irin.

(2) Hiava sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) meliputi komponen biava 
survey lapangan, dan biaya transportasi daiam rangka pengendalian dan 
pengawasan.

RAR VTTT

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Fasal 18

{ i ) Struktur tarip retribusi digoiongkan beraasarkan jenis izin yang diberikan,
angkutan dan daya anglcut kendaraan.

(?) Resamya tarip retribusi sebagaimana. dimaksud pada ayat (I )  ditetapkan 
Svbagiu bwrikut

a* Lute paogawa&an isia trayek

JENIS
ANGKUTAN

KAPASITAS 
TEMPAT DUDUK

TARIP

j - Mobil penumpang 
1 - Ivlubil Bus

S/d ? orang penumpang 
9 s/d i 5 orang penumpang 
16 «/d 25 orang penumpang 
lebih dari 25 orang penumpang

Rp 3 000,00/bulan 
Rp 4.000,00/bulan 
Rp 5.000,00/bulan 
Rp 6.000,00/bulan

I Amgkutan Khusus S/d S orang penumpang 
9 s/d i 5 orang penumpang 
16 s/d 25 orang penumpang 
lebih dari 25 orang penumpang

Rp 3.000,00/bulan 
Rp 4.000,00/bulan 
P-p 5.000,00/bulan 
Rp 6.000,00/bulan

b. i/in insidentil

Untuk bus uiuuiii sebesar Rp /.500,0G ( Tttjuh ribu lima ratus
nipiah ) satu kali perialanan Pidang nerpi;
Untuk mobil penumpang umum sebeem Rp.5.000,00 ( Lima ribu 
rupiah ) satu kail oeriaianan Fuiang nerei.

e. surai keterangan mobii barang mengangkui penumpang : **
-  T n i k  s e b e s a r  R p  ^ 0  0 0 0 , 0 0  Oi*r»a rw iln b  ribT« «-»ipiahV

Fiek Up sebcsoi Rp 24.000,00 ^dua puluh empat ribu rupiah).
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d. kanu pengawasan izin usaha angkutan ;

1. Kereta gaiideiigmVicixipciaiiyuOatoii sebesoi Rp 35.000,00 (tiga 
puluh lima ribu rupiah);

l. Mobil Barang:
Truk sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
Pick Up sebesar Rp i 5.000,00 (lima beias ribu rupiah)

3. Bus sebesar Rp 30.000,00 (tiga pululi ribu rupiah)

4. Mobil penumpang umum sebesar'Rp. 15.000,00 (lima beias ribu 
rupiah).

BAB IX

WTT AYAH PFMT TMGT IT  AN 

Pasal 19

Ketiibusi yang terhutane dipungut cti Daerah tempat izin travek 
diherikan. :

B A BX

MAS A RETRIBIJST DAN SAAT RFTR TRUST TERHUTANG

Pasal ?,()

Masa Retnbusi adalah jangka waktu yang Iamanva :
a. kartu pengawasan izin trayek : 6 (enam) bulan
b. izin insidentil ; maksimai 14 (empat beias) hari
c. surat keteratigan : 6 (enam) hulan
u. katiu pengawasan izin usaha angkutan ; 1 (satu) tahun

Pasal 21

Saat rerhutangnya renibusi aaalah pada saar aiierbukannya SKRD atau
, dukumcn fan yang dipersamakan.

r> * r> -'lt . :
x j r x u  yvi

c iy  tt> a rp T v r v x r r v  a7TT AT? A \T
u  O i u  i. i  jL x j i .  *  u .  i.  i  u u  lx .

Watib Retnbusi wattb meuo?« SPdORP.v *  v

(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas.
-bwiiar dan lengkap scila ditandatangani oleh Wajib Retnbusi atau

j-kpasanva.-■5aÂ"
a '-f&f- ■V. . .

A



H) Rentnk. isi seita tata car* nengisian dan penyamnaian SPdORD 
sebagaiinana dimaksud pada ayac (1) ditetapkan oleli Bupati.

BAB XII

PENETAPAN RETRIBUSI 

rosal 23

(1) Bcrdaaarkan SPdORD scbagairnana dimaksud dalam pasai 22 ayat (1) 
ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen 
lain yang dipersamakan.

(2) Benfuk, isi dan tiata cara penerbitnn SKPJD atau dokumen lain yang 
dipersamakan sebagaimana uimaksud pada ay at (I) ditetapkan oieh 
RumfiJ.

bab xro
TATA CARA PEMUNUUTAN 

Pasai 24

(1) Feiuuugutan retribusi tiuak dapat diuuiongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan.

BAB XIV

SANKSI ADiVRNlS XRASI 

Pasai 25

Dalam hal Wajib Retribusi iidak moiabayur tepai pada waktunya atau 
kurang membayar, dikenakan sanksi aclmmistrasi berupa bunga sebesar -> % 
(lima pcrccn) setiap bulan dari rctribuei yang terhutang atau barang dibayar dan 
miagih dengan menggunakan SiRD.

B AB XV

TAT A CAKA PKMRAYAKAN 

Pasai 20

(1) r  embay aran Retribusi yang lerhuiang harus diiunasi sekaligus.

(2) Tata caia pembayaran, tempat peiiyetoiau pembayaran Retribusi 
ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang dituniuk.



- V

B AR XVT

TATA CARA PENAGIHAN

Basal 27

(I) Retribusi terhutang beraasarkan SKRD aiau aokumen lam yang
dipersnmakan, SKRDKBT, STPD, dan Surat Keputusan Keberatan yang 
lueiiyebabkan junilah Retribusi .yang hams uibayai beiumibah, yang iiuak 
atau kurang dibayar ô eb Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan
Crusiui I iutang dan Eeiaiig Negara yD<VT'■Ua X-jX1 ).

'enagihan retribusi melalui BURL'I dilaksanakan berdasarkan peratursi
perunaang-undangan vans beriaKu.

BAB XVTT 

K E B E R A T A N  

Basal 28

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau 
Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, 
SKRDKBT dan SKRDLB.

(2) Keberatan diajukan sccara tertulis daiam bahasa Indonesia dengan discitai 
alasan-alasan yang jelas.

(3) Daiam hal Wajib Retnbusi mengaiuKan keberatan atas keietapan retribusi, 
Wajib Retribusi hams dapat membuktikan ketidakbenaran keietapan 
retribusi tersebut.

(4) Keoexataii haius diajukan uaiani joitgkd waktu young Ionia 2 (dua) uulan 
sejak tanggal SKRD ataii dokumen bin yang dmersamakan, SKRDKBT

orrnrw t) a;+~.uui ..... 1 vi.:i . A~~~*u a u  U IV J .\J _ /A /D  U llW lL 'iU U U l, L W V U U U  o p u u u d  » f  t lJ U / x \ v u i i > u a i  t v i v C l l l U  u u p u t

menuniukan bahwa langka waktu itu tidak dapat dipetmhi karena keadaan 
diluar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi p?r?yarafaii sebagaimana dimaksud pada 
oyoi (2) dan (3) tiuak uianggap sebagai suiai kcbciaian, seliingga tidak 
diperfimhangkan.

(6) Pengaman keberatan tidak nicimnda kewauban membavar retribusi dan 
pelaksanaan penagihan retribusi.

rasai 29

(1) Bupati aalam jangka waktu paling Jama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat 
Keberatan diterima hams memberi keputusan atas keberatan vans
U lU J  U iV O U .
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(?)

V'V

(2)

(3)

w

(5)

rfi)

(i)

Kenutnsan Bupati atas keberatan dapat berupa meuertma seluruhnya atau 
sebagiau, menolak, atau menauibaii besamya iotribusi yang terhutang.

Apabixu jangka waktu sebugamianu dunaksud paoa ayat (1) telah lew at 
dan bupati tidak membenkan suatu keoutusan. keberatan vane diajukan 
tsrscfcut dianggap dikabulksn.

rENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan 
permohonan pengembaiian kepaua Bupati.

Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya 
permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), harus membcijiv&n koputuouti.

Apabila jangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diiampaui dan 
Bupau tidak membenkan suaiu Keputusan, permohonan penegembaiian 
retribusi dianggap dikabulkan dan SKRPLB hams diterbitkan dalam 
jangka waktu paling lama i (satu) bulau.

Apabila Wajib Rctribuoi mcixipuiiyai utalig Ivuiblioi laililiya, kelvbmaSi 
pembavaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lanesung 
diperhitungLan untuk nielunosi terlebih dahulu utang retribusi tersebut

Pengembaiian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayai (1) dilakukan ciaiarn jangka waiuu paling iama 1 (satu) buian 
sHak diterbikannva SKPOt R

Apabila pengembaiian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan 
sotclali lewat jangka waktu 1 (satu) bulan, Bupati memberikan imbalan 
bunga sebesar 5 % (lima persen) sebuian atas Ketertambatan pembayaran 
kelebihan retribusi.

Pasai 3i

Pemiohonan pengembaiian kelebihan pembayaran retribusi diajukan 
secara terfulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnva menyebutkan:

a. nama dan alamat wajib retribusi;
b. mass retribusi;
c. besamya kelebihan pembayaran , 
d alasan yang singkat dan jelas

Permohonan pengembaiian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan
o v v i i i a  i i u  i ^ s u n g  a t a u  j & i v i i u u j i  i v l  v i i U u .
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(3) Bukii penerimaan oieh rejabai Daerah aiau bukii penguiman pos tereaiai 
merupakan bukti saat nermnbonan diterima rdeh bupati

X i.U3UL

(1) PcngetnbaHan keiebihan retnbusi dilakulcan dengan menerbitkan Surat 
Periniah Membayar Keiebihan Reiribusi.

(2) Apauila keiebihan pcmbayaian icUibusi dipoiiiiiuiigkan dengan uUmg 
retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), 
pembayaran dilakukan dengan eara pemindahbukuan dan bukii 
pemindabbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XX 
/

PENGT TP ANGAN. KF.HTMGANAN DAW 
PEMBEBASAN RETRIBUSI

(!) Bupati dapat mernberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan 
retnousi.

(2) Pompeiian pengurangan, aUtu keiiugaiiau icuibusi sebagaimana dimaksnu 
pada ayat (1) dengan memperhabkan kemampuan Wajib Retribusi. antara 
lain uiituk mengangsur.

(3) Pembebasan retribusi w m Uili imw Uif pada ayat (!) antara lain
dibenkan kepada Wajib Retnousi dalam rangxa pengangkutan khusus 
kerb an bencana alam dan atau kemsuhan.

(4) Tata cara pengurangan. keringanan flan pembebasan retribusi ditetapkan 
oleli Bupati.

\  i BAB XXI

KEDALUWARSA PENAGiKAN

■ n t •-» i
r a s a i  a *

i  l o k  u n t u k  mdakukan p c iia g m a n  r e in o i i s i ,  k e d a lu w a r s a  s e tc la h  

melampaui jangka waktu 3 ttiga) tahun terhitung sejak saat temtangnva
:n i 'at-i r r . i l  q V  n i / l w )  A t

l V U l l / M U l j  XvW 'wXVn.lA u j y w u u u  I !  » J U /  i W l U U W J l  U l U u i u t  \ u

moans retribusi.

{£) rveoaiuwarsa penagihan reuibusi seoagaimana dimaksud pada ayai (i) 
tertangguh apabila :

t.
Hiterbifkan Surat Tegurati, atau 
u u u  pengakuan l i u iU i i g  i v u i u u o i  u u

mauoun tidsJk Ifitesrns
U U U  VY

T T T U ir t .  TJujiu ivvu baik langsung
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BAD xxn 
P E N  YIDIK AN 

Pass! 35

(1) Penyidikan dan pennntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan dalam 
Fezaluian Daerah ini dilakukan olch Fcjabat Feiiyidik dan Penuntut sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2)  Disamplng Penyidik vsebagaimana dimaksud aval (1) Pasai ini Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi 
wewenang khusus sebagai Penyidik lindak Pidana di bidang Perpajakan 
Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang- 
undang yang berlaku.

(3) vVcwenaiig Penyidik seuagairiiana

u.

b.

AVfc.

e.

f.

Br

h

i

i.
i-n .

iiivj.iCiima3 tnetieiux xUvnguinpulivujLi Unlit iuwiiCu« keterangan atau 
iaporan berkenaan denaan tindak pidana di bidang retribusi 
Daerah agar kctsrangan atau Iaporan tersebut msnjadi lengkap dati 
jelas;
meneliti, mencari dan mengpmpolkan keferangan mengenai orang 
pribaui atau bauau ientang kcbcnaian pcibuaian yang diiakukau 
sebubungan dengan Hndak pidana retribusi Daerah; 
rneminta keterangaii dsn oshsn oukU nsn orang pnbadi atau bsosn 
sehubungan dengan tmdak. pidana di bidang retribusi Daerah ; 
meuieriksa bukubuku, catatan c dan dokumen-dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ; 
melakukan penggeledahan untuk mendapatkan balian bukti 
pembukuan, pencaiaian dan dokumen-dokume 11 lain, serta melaknkan 
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
lUeniinta bantuan tenaga alia dalam rangka pelaksanaan tuga# 
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ; 
msnyuruh »bcrhcnli dun aiwU melmung scscoiuiig ni£ningg«.u\a.ii 
ruangan atau tempat pada saat pemenksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dart atau dokumen yang dibawa 
sebagaimana dimaksud pada “miruf e;
memotref seseorang 3;ang berkaitan dengan tindak pidana retnbusi 
Daw ah j
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 
sobugai tersangka 
menghentikan penvidikan ;
mebkukan tinebkan lain yang perlu untuk kelanearan penj-idikan 
tindak pidana di bwiaini rcmtwsi i >acraii menurut nukum yang dapat



(4) Penvidik sebagaimana dimaksud pada aval (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaxkan ha&ii penyidikannya kepada 
Penuntut Umum, melalui Penvidik Peiabat Polisi Negara sesuai ketentuan 
yang diatur daiam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

\  •

D j t \ D  A A U 1 1

T^T ?T T ?X T T ’T T A XT T")TT> A XT A 
A A A L S r A l i r A

f\)  Watfe F.etribusi v̂ mo- tidak melaksanakan kewajibaimya sehingga 
merugikan keuangan Daerah uiancam pidana kurungan paling lama 6 
(enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Pp 5.000.000,- (lima juta 
rupiah).

(2) Tindak pidana yang duTuiksud pada ayat (1) adalali pclanggaran.

BAB XXIV

KETENTUAN PERALMAN 

Pass! 37

Selama belum difetapkan Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini 
maka seiuruh Ketentuan, redoman aiau Inslruksi yang lelah ditelapkan 
sepanjana tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masib 
tetap uciiaku.

BAB XX v

KETENTUAN FENTJTUP

">0 O S IU  U

Kal-hal yang belum diatur daiam Peraturan Daerah ini, sep3njang 
mengenai peiaksanaannya akan diatur iebiti ianiul oieii Bupati.

/
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Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetaliuinya, memerintahkan 
pengundangan Pemerintah Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Tulungagung.

V

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada Tanggal : 19 September 2001

BUPATI TULUNGAGUNG

ttd.

Diundangkan di Tulungagung 
Pada tanggal 20 September 2001 

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Drs. H. A. BOEDI SOESETYO, MM

f
X m S

Drs. TUKIDJO. MM
Pembina Utama Muda 
NIP. 010 086 615

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 
TAHUN 2001 NOMOR 6 SERI B.

Sesuai dengan aslinya 
•NOMI DAN PEMBANGUNAN

Ir. A. FARQUO MAS’ UP 
Pembina Tingkat I 
NIP. 080 029 883
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NOMOR 41 TAHUN 2001

T K N lA N ti '

R E T R I B U S I  i Z i  N I R A  Y E K

1. PENJKLANANIJMIJM

Daiam rangka upaya pembmaan. peneruban dan pengamanan arus lalu iintas, 
khususnya pengaPjran terhadap jalur lalu Iintas angkutan penumpang umum, serta guna 
mcnunjang mewujuukan otonomi daerah yang nyaia tian berianggungjawab sehingga uapai 
menjamin perkembatigan dan petnbangiinan daerab di sektor pel ay an an perhubungan 
darat/jasa angkutan penumpang umum ui Kabupaten Tulungagung dengan sebaik-baiknya, 
dipandang perlu segera menetapkan ketentuan tentang izin trayek dalam Kabupaten 
Tulungagung.

Disisi lain dalam Peraturan Daerah ini juga mengaPor ketentuan peningkatan Pendapatan 
Asii Daerah (PAD) dan sektor perizinan angkutan, oleh karena ltu perlu kiranya segera 
mengaP.ir ketenbian-ketenPian tersebut dalam suatu PeraP.iran Daerah Tulungagung.

U. PKIN.IEl-ASAN PASAL D EM I PASAL

Pasal l s/a nasal y 

rasai ii) ayat (i)

Pasal 11 g/d 17 

Pasal 18 avat(l)

Pasal 19 s/d ?9

: cukup jeias.

Ldn irayek insiueniii lermama di berikan untuk bus 
cadaugan

: cukup jeias

: Jenis tzin yakrn izin trayek, izm insidentil, izin usatia 
angkutan dan suiat keterangan.

: cukup jeias

nnOOnn —


